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ABSTRAK

Rizki Ananda Putra, 211831, Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung
Pinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua,
sehingga tanggung jawab terhadap mereka menjadi sangat penting. Penelitian ini
membahas perlunya perlindungan anak yang optimal, sesuai dengan UU No. 35
Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015.
Kekerasan terhadap anak menjadi isu yang mendesak, dengan angka kasus yang
meningkat selama tiga tahun terakhir di Kota Tanjungpinang. Data menunjukkan
bahwa pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, meningkat menjadi 83 kasus pada tahun
2022, dan mencapai 102 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024, hingga
November, tercatat 76 kasus. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan untuk
mengevaluasi implementasi peraturan perlindungan anak oleh instansi terkait,
serta mengidentifikasi peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang
meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan informan dan narasumber yang berkompeten di bidang
perlindungan anak, guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik
dan tantangan yang dihadapi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui
dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang
relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dilakukan secara preventif
melalui edukasi, sosialisasi, parenting, dan pembentukan Forum Anak, serta secara
represif dan rehabilitatif melalui UPTD PPA dengan layanan hukum, psikologis,
dan rumah aman. Pendekatan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum
preventif Philipus M. Hadjon. Namun, pelaksanaan masih terkendala anggaran,
SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan teori Surmayadi,
program telah berjalan, tetapi belum optimal pada aspek sasaran dan pelaksana.
Diperlukan penguatan sosialisasi, peran keluarga, dan cakupan program.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Peraturan Daerah,
Implementasi Kebijakan, Pendampingan Hukum
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ABSTRACT
Rizki Ananda Putra, 211831, Implementation of Tanjung Pinang City Regulation
No. 2 of 2015 concerning the Implementation of Child Protection at the Tanjung
Pinang City Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community
Empowerment, Islamic Family Law Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau
Islands.

Children are a gift from Allah SWT entrusted to parents, so the responsibility
towards them is of utmost importance. This study discusses the necessity of optimal
child protection in accordance with Law No. 35 of 2014 and Local Regulation No.
2 of 2015 of the City of Tanjung Pinang. Child abuse is an urgent issue, with the
number of cases increasing over the past three years in Tanjungpinang City. Data
shows that in 2021 there were 70 cases, increasing to 83 cases in 2022, and
reaching 102 cases in 2023. In 2024, up to November, there were 76 cases
recorded. This study aims to evaluate the implementation of child protection
regulations by relevant agencies and identify the roles of the government,
community, family, and parents in preventing violence against children.

The research method used is empirical legal research, which includes the
collection of primary and secondary data. Primary data was obtained through
interviews with informants and sources competent in the field of child protection,
in order to gain an in-depth understanding of the practices and challenges faced.
Meanwhile, secondary data was collected through documentation from books,
journals, scientific papers, and relevant legal documents.

The results of the study indicate that efforts are being made preventively
through education, socialization, parenting, and the establishment of a Children’s
Forum, as well as repressively and rehabilitatively through the UPTD PPA with
legal, psychological, and safe house services. This approach is in line with Philipus
M. Hadjon's theory of preventive legal protection. However, implementation is still
hampered by budgetary constraints, human resource limitations, and low public
awareness. Based on Surmayadi's theory, the program has been running, but it is
not yet optimal in terms of targets and implementation. There is a need to strengthen
socialization, the role of the family, and the scope of the program.

Keywords: Child Protection, Child Abuse, Local Regulations, Policy
Implementation, Legal Assistance
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem penulisan

Arab. Dalam transliterasi ini, beberapa hal dilambangkan dengan huruf, yang lain

dengan tanda, dan beberapa dilambangkan dengan huruf dan tanda secara

bersamaan. Daftar huruf Arab yang relevan dan padanannya dalam bahasa Latin

dapat ditemukan di bawabh ini:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
< Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
& Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
) Ra r er
B Zai yA zet
oo Sin S es
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o Syin sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ "ain koma terbalik (di atas)
¢ Gain g ge
. Fa f ef
S Qaf q Ki
g Kaf k ka
J Lam I el
¢ Mim m em
O Nun n en
9 Wau w we
2 Ha h ha
: Hamzah ‘ apostrof
S Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

ataupun monoftong dan vokal rangkap ataupun diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah a a
- Kasrah i [
: Dammah u u




2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
.8 Fathah dan ya ai adanu
5 Fathah dan wau au adanu
Contoh : B
- &S Kataba
- Jx FaAla
- e suila
- &K Kaifa
- J3%»  Haula
C. Maddah
Maddah ataupun vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan alif a a dan garis di atas
ataupun ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
e Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh :

B qala

- (R) rama

- d_é qila

- Cb;a yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup



Ta’ marbutah hidup ataupun yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya ialah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati ataupun yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
ialah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :
- JukYl ) Raudah Al-Atfal/Raudahtul Atfal
- 505l dhaall Al-Madinah Al-Munawwarah/
.. Al-Madinatul Munawwarah
_oaall Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah ataupun tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :
- d)—i Nazzala

- 54 AlBirr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Huruf “1” diganti dengan huruf yang muncul segera setelah kata sandang pada
transliterasi kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah ditransliterasikan berdasarkan

bunyinya dan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Kata sandang ditulis

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan disambung tanpa spasi, tanpa
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memperhatikan apakah kata sandang tersebut diikuti huruf syamsiyah ataupun
gamariyah.
Contoh :

- 33)3\ Ar-Rajulu

- ém\ Al-Qalamu

- Gl Asy-Syamsu

- P Alalale

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak
di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :

4ty

- Al Ta’khuzu
2w .

- (= Syai’un

- 33—“‘ An-Nau’u

- O Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf ataupun harkat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :

ST B I\ I YEN %8l :J\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- LlOe 5 W) aa Al e Bismillahi majreha wa mursaha
I.  Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini meskipun tidak diterima dalam
sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk berbagai

keperluan, seperti menulis huruf pertama nama manusia dan awal frasa. Ketika
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sebuah artikel muncul sebelum nama diri, huruf awal nama diri tersebut bukan

huruf pertama artikel ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :
o Chalall Gy all Aaal) - Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e&éjj\ u-“é)” . Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Huruf kapital hanya digunakan untuk Allah jika teks bahasa Arabnya penuh;

selain itu, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- (uﬂé‘) 3)39} :\m, Allaahu gafiirun rahtm

- Baes H5aY AUl Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an
J. Tajwid

Aturan transliterasi ini ialah komponen penting dari llmu Tajwid bagi mereka yang
ingin membaca lebih lancar. Oleh karena itu, pedoman Tajwid harus disertakan

bersama aturan transliterasi ini.
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MOTTO

[EGEDANLEDEIXEETDEETH Y FHHTH S/
“Seito No Jinsei No Michi Wa Kyoshi No Isandeari Hyokadearu”

"Halan Hidup Secovang YNurid Adalab Yy/lavisan Dan Lstimasi Dari
Sang Gury"

(JIRAIYA SENSEI)

* J6 g5 5% Jo Gl

“Lihatlah apa yang dia katakan, dan janganlah engkau melihat orang yang
mengatakan”,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau yang

sudah meriah sebanyak 4 kali predikat Kota Layak Anak Madya berturut-turut sejak
tahun 2018 sampai tahun 2021. Predikat tersebut seharusnya menjadi cerminan dari
komitmen pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat dalam
menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang
anak. Predikat ini tentu bukan sekadar simbol, melainkan sebuah pengakuan yang
menuntut adanya perlindungan nyata terhadap hak-hak anak di semua aspek
kehidupan. Namun, dibalik prestasi tersebut, angka kekerasan terhadap anak masih
terus bertambah beberapa tahun terakhir.

Mengutip data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, kasus kekerasan terhadap anak
beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Adapun klasifikasi kasus
kekerasan anak sebagai berikut :

Tabel 1 1 Data Kasus Kekerasan Kota Tanjungpinang

2021 | 14 | 10 42 4 - 70
2022 | 16 | 13 46 8 - 83
2023 | 27 | 14 41 15 4 102
2024 | 12 6 36 16 6 76

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang



Berdasarkan data tersebut angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami
peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan
dan data tersebut hanya tercatat mulai dari Januari-November 2024, dan data yang
tercatat di UPTD PPA merupakan data yang dilaporkan ke UPTD PPA.

Anak adalah anugrah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya.
Segala sesuatu yang dititipkan akan menjadi pertanggungjawaban setiap orang di
akhirat kelak. Oleh karena itu, anak haruslah dijaga, dirawat, disayangi, dan dididik
secara benar agar sang anak dapat menjadi aset akhirat di samping dapat berperan
sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, dan dan anak harus mendapatkan

perlindungan secara maksimal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran :*

ﬁuogwdxgujr@,,d;dwwgﬂjss,u;ws

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S
Al Isra’ : 31).

Tafsir Ibnu Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah
SWT sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya, lebih dari kasih sayang orang tua
kepada anaknya, karena Allah SWT sudah melarang umat manusia membunuh
anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua
terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Karena dulu orang-orang Jahiliyah

tidak memberikan warisan kepada anak perempuan mereka dan membunuhnya

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an, 2019).



dengan alasan anak perempuan sebagai beban dalam hidupnya.? Ayat ini turun

sebagai larangan atas perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka berpendapat bahwa ayat ini
mengandung larangan untuk membunuh anak, meskipun dalam bentuk yang
berbeda, namun dengan alasan yang serupa, yaitu karena takut akan kemiskinan
atau kesulitan hidup. Dalam konteks saat ini, pembunuhan anak tersebut dapat
dimaknai sebagai tindakan orang tua yang lalai dalam memberikan pendidikan
agama kepada anak-anak mereka. Walaupun kebutuhan jasmani anak terpenuhi,

tetapi kebutuhan rohaninya diabaikan.®

Fenomena di era modern menunjukkan bahwa banyak orang tua yang hanya
berfokus pada pendidikan formal anak demi meraih kesuksesan duniawi, seperti
menjadi pribadi yang cerdas dan berprestasi. Namun, ironisnya, sebagian dari
mereka justru menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang dikelola oleh
agama lain. Lembaga-lembaga tersebut kadang memiliki tujuan terselubung untuk
mengajak anak-anak keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama yang dianut

oleh penyelenggara sekolah.

Setiap tahun, terdapat ratusan kasus anak dari keluarga muslim yang akhirnya
berpindah agama atau murtad. Akibat perbedaan agama ini, hubungan antara anak

dan orang tua tidak hanya terputus di dunia, tetapi juga di akhirat. Bahkan, dalam

2 Abdullah bin Muhammad Al-Sheikh, “Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir,” terj. M. Abdul
Ghoffar dan Abdurrahmin Muth'i, Jilid. 5, Cet. 1 (Bogor: Pusaka Imam Asy-Syafi’i, 2001). Hal.
160.

8 Abdul Karim Malik Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,
1969). VI : 4046.



hukum Islam, anak yang telah berpindah agama dianggap seperti orang yang telah
tiada karena tidak lagi memiliki hubungan waris-mewarisi dengan orang tuanya.
Semua ini berpangkal pada lemahnya keimanan dan kesadaran orang tua dalam
menjaga serta membimbing anak-anak mereka dalam urusan agama. Kelemahan
tersebut menjadi celah yang menyebabkan anak-anak mereka mudah terpengaruh

dan berpaling dari agama Islam.

Hal ini diperkuat oleh hadist Nabi SAW :

(3L 3l ol ) \;wrm, N ok s de N (oW 5z

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau membunuh anak-
anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam).” (H.R. Ibn Majah) (Ibnu
M&ajah, Sunan Ibni M&jah, hadits no.2002).

Dalam hadits yang lain :

PRER NI R 2 & Joeliz] 6 ol )\u»d\&.\,aﬁ xE s
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“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepadaku ayahku.
telah bercerita kepada kami [Abu Al Yaman] telah memberitakan kepada
kami [Isma'il bin 'Ayyasy] dari [Shafwan bin 'Amr] dari 'Abdur Rahman bin
Jubair bin Nufair Al Hadhrami dari [Mu'adz bin Jabal] berkata: Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku sepuluh wasiat, beliau berkata:
"Jangan menyekutukan Allah dengan apa pun meski kau terbunuh atau
dibakar, jangan mendurhakai kedua orang tuamu meski keduanya



memerintahkanmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu, jangan
tinggalkan shalat wajib dengan sengaja karena sesungguhnya orang yang
meninggalkan shalat wajib dengan sengaja telah terbebas dari tanggungan
Allah, jangan minum khomer karena itu induk semua kekejian, jauhilah
kemaksiatan karena dengan kemaksiatanlah kemurkaan Allah Azza Wa Jalla
datang, jangan lari dari peperangan meski orang-orang telah mati, bila
orang-orang mati sementara kamu berada diantara mereka tetaplah
bertahan, nafkahilah keluargamu dari usahamu, jangan kamu angkat
tongkatmu pada mereka dengan maksud untuk mendidik dan rahasiakanlah
(kesalahan mereka) karena Allah." (H.R. Ahmad).(Musnad Ahmad bin
Hanbal, hadits no. 21060)

Kehadiran anak di dalam keluarga dipandang sebagai perhiasan hidup di
dunia (zmatu al-hayatu ad-dunya) dan obyek kecintaan syahwat (hubbu asy
syahawatu). Al - Quran menyatakan bahwa anak yang Allah SWT anugerahkan
kepada orang tua merupakan fitnah (batu ujian keimanan) layaknya harta benda,
selain merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi
penyenang hati.* Didasari oleh peran anak yang sedemikian banyak itu, maka
pemerintah harus hadir dalam menjamin hal-hal yang berkaitan dengan anak di
dalam negara.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1
ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.®

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun dan

menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

# Rohimin, Tafsir Tarbawi (Yogyakarta: Nusa Media, 2008). Hal. 97.
> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun serta belum menikah. Dengan
demikian remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja
manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak.
Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. °
Kekerasan terhadap anak merupakan polemik di semua negara baik itu negara
berkembang maupun negara maju dan harus segera diatasi. Kekerasan pada anak
juga menjadi tanggung jawab bersama dan pemerintah dalam mencegah kekerasan
pada anak. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal
20 Berbunyi : 7 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak.” Dan Pasal 22 Berbunyi : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak.” Dua pasal di tersebut menggambarkan
bahwa selain orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak adalah pemerintah.
Sebab kekerasan terhadap anak biasanya terjadi dalam keluarga, dan banyak anak
yang menjadi korban, serta tidak sedikit ditelantarkan. Hal ini juga selaras dengan
dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada pasal 28 yang berbunyi “Pemerintah
Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung

Jjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

& Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014,
" Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga mengamanatkan pemerintah daerah dan
seluruh elemen yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian
khusus, seperti anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak-anak yang
terlibat dalam proses hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan yang
terisolasi, anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual,
anak-anak yang diperdagangkan, anak-anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
anak-anak yang diculik, dijual, atau diperdagangkan, anak-anak yang
mengalami kekerasan fisik maupun mental, anak-anak dengan disabilitas,
serta anak-anak yang menjadi korban perlakuan buruk dan penelantaran.

2. Melakukan upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan
rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus oleh
Pemerintah Daerah.

3. Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya
perdagangan anak, pemerintah daerah bekerjsama dengan beberapa instansi
terkait untuk melakukan upaya sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan yang bersifat pencegahan maupun penegakan

hukum dalam rangka melaksanakan tindakan untuk mencegah dan

menghapuskan perdagangan anak.

8 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak



b. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye mengenai pencegahan,
penanganan, dan penghapusan praktik perdagangan serta penculikan
anak.

c. Melaksanakan kerjasama antar lintas sektor, daerah bersifat regional
melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui
pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan sosial mencakup
pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan
kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling,
bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya
sesuai kebutuhan.

5. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

6. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

7. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menghormati dan

menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan

kondisi fisik dan/atau mental.



Namun pada nyatanya pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di
Kota Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini dapat dilihat
dari berbagai fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan isi peraturan daerah terkait
penyelenggaraan perlindungan anak yang menyebabkan banyaknya kasus
kekerasan terhadap anak tidak terlapor di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang, karena banyak
korban atau masyakarat takut untuk melaporkan kasus kekerasan anak. Hal
ini juga berdampak ke UPTD PPA yang tidak bisa optimal menjalankan
perannya.

2. Banyaknya kasus kekerasan penelantaraan dan eskpoiltasi anak disebabkan
faktor ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi data di
UPTD PPA Tanjungpinang yang menunjukkan kasus penelantaraan anak
yang rata-rata orang tua yang memiliki ekonomi menengah kebawah.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan lembaga terlatih dalam upaya
pengawasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat
dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun
meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi perlindungan anak.
Menindaklanjuti permasalahan di Kota Tanjungpinang dengan naik turunnya

kekerasan terhadap anak, maka ini perlu menjadi kajian ilmiah serta mencari
kebenaran apa yang menjadi penyebab peningkatan dan penurunan kasus kekerasan
terhadap anak dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Hal ini mengacu

bahwa anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya



sebagai negara dan pemerintahan yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi
mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.®

Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda harus selalu dilakukan
dengan maksimal agar kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik
dan mental serta perkembangan sosialnya tetap terjaga dengan baik.'® Dan juga
program apa yang sudah diadakan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus
ini. Maka daripada itu, saya sebagai penulis mengangkat judul penelitian saya
dengan judul :

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang“

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan
dimaksudkan, maka penelitian ini akan membahas di ruang lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tanjungpinang berdasarkan penerapan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

9 Aryati Oktoria Lestari, Skripsi “Efektivitas Uu Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak
Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-lkhlas
Kabupaten Bone)” (UIN Alauddin Makassar, 2020). hal. 5.

0 Lalu Ulung Ilham and Novia Suhastini, “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan
Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” Journal of Government and Politics
(JGOP) Vol. 1, no. 1 (2019): 1-13, https://doi.org/10.31764/jgop.v1il.941.
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1. Bagaimana bentuk program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Tanjungpinang?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Penyenggaraan Perlindungan Anak di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, akan dapat mencapai tujuan — tujuan yang ilmiah
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Tanjungpinang.

2. Untuk mengetahui dan menjadi bahan evaluasi dari implementasi Peraturan
Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyenggaraan
Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
syarat kelulusan dari Sekolah Tinggi Agma Islam Negeri Sultan

Abdurrahman Kepulauan Riau guna memperoleh gelar sarjana strata satu
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(S.H) dan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada para pembaca

terkait pentingnya perlindungan anak.

E. Kajian Terdahulu

Setelah menelaah dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan
dengan pembahasan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa literatur
diantaranya sebagai berikut :

1. Yulis Lyana (2024) dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan
Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perlindungan
Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng belum berjalan
secara optimal. Berdasarkan teori Edward Ill, dari empat indikator
keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat dua indikator yang masih
lemah, yaitu komunikasi dan sumber daya. Komunikasi kebijakan melalui
sosialisasi dan penyuluhan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
sehingga menimbulkan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait
kebijakan perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari
aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, menjadi kendala
utama dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Perbedaan penelitian
ini dengan studi sebelumnya terletak pada perspektif analisis; penelitian ini
meninjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, sedangkan

penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek administrasi.
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2. Aryati Oktaria Lestari, (2020), dalam skripsi penelitiannya yang berjudul
“Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di
Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-
Ikhlas Kabupaten Bone) ”, hasil dari penelitiannya menemukan bahwa adanya
pelaksanaan upaya perlindungan dilingkup pendidikan sesuai dengan UU No.
35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab dalam perlindungan
anak vyaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan
masyarakat, maka upaya perlindungan hak anak yang ada di Pesantren Al-
Ikhlas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Pesantren dalam hal ini
yaitu guru, staf, dan pembina yang ada dalam lingkup Pesantren. Perbedaan
penelitian ini ialah ruang lingkup khusus yakni terkait hak pendidikan anak
di pesantren.

3. Izmi Nurhaliza (2022) dengan skripsi yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara” , hasil dalam penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan perlindungan anak belum terimplementasi dengan baik
meliputi tingkat perubahan yang belum tercapai, program kebijakan seperti
hak perlindungan perempuan dan anak, sumber daya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan
bimtek (Bimbingan Teknis) Sehingga masih ada hambatan-hambatan yang
terjadi yaitu : (1) anggaran yang tidak mencukupi dalam memberikan

penanganan terhadap anak korban kekerasan. (2) kurang tersedianya
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kapasitas sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai dalam
pelaksana kebijakan. (3) perbedaan persepsi dari masyarakat. (4) pada
organisasinya belum terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kekerasan anak
sehingga menyebabkan terjadinya overload tugas dalam lingkup organisasi.
. Ria Mardiayanti (2021) dengan judul skripsi Analisis Implementasi
Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Dan Pemakaman
Kota Pekanbaru, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru, berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013, belum optimal.
Meskipun Dinas Sosial telah melakukan pembinaan dan pelatihan,
pelaksanaannya masih terbatas. Hambatan utama meliputi belum
terpenuhinya hak anak, komunikasi yang kurang efektif, informasi yang tidak
tersampaikan dengan baik, disparitas kemampuan implementor, serta
keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung.

. Eviani Masruroh, dkk (2024) dengan jurnal artikel yang berjudul Efektivitas
Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital, hasil kajian menunjukkan
bahwa perlindungan anak secara regulatif masih menghadapi tantangan
dalam penegakan dan pengawasan yang efektif. Terdapat kesenjangan antara
kebijakan dan implementasi di lapangan, diperparah oleh lemahnya
kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kajian ini merekomendasikan

peninjauan dan penyempurnaan kebijakan perlindungan anak di era digital,
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serta penguatan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk
menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

. Adinda Putri Shaleha (2024) dengan jurnal artikel yang berjudul
Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt),
hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium menjadi
prioritas dalam penanganan tindak pidana oleh anak. Diversi memang
menjadi pendekatan umum, namun tidak diterapkan pada kasus serius seperti
pembunuhan anak karena tingkat keparahan dan ancaman terhadap keamanan
masyarakat. Penanganan kasus anak memerlukan pendekatan komprehensif
yang mengintegrasikan aspek hukum, perlindungan hak anak, dan prinsip
keadilan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya upaya preventif melalui
peran aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah anak
menjadi pelaku atau korban kejahatan. Hal ini mencakup pembinaan
lingkungan yang sehat, penyediaan dukungan, serta kebijakan yang
mendukung pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan
perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif untuk menjaga keamanan dan
kesejahteraan anak dalam masyarakat.

. Dea Nur Salsabila, dkk (2024) dengan artikel jurnal yang berjudul
Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan
Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang

menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat
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dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan,
kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih
tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi.

. Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati (2023), dengan jurnal artikel
yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual,
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isi dan konteks kebijakan
perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo
telah diimplementasikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik
dan efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi
berkelanjutan terkait mekanisme pengaduan dan pentingnya pelaporan
kekerasan seksual, guna mendorong korban untuk berani melapor tanpa rasa
takut atau malu.

. Made Karlini, dkk (2023) dengan jurnal artikel yang berjudul Implementasi
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng mayoritas
dialami oleh perempuan (istri) dengan bentuk kekerasan fisik yang terjadi
secara berulang dan membentuk suatu siklus kekerasan. Faktor penyebab
kekerasan ini beragam, dan kasus-kasusnya dilaporkan oleh korban maupun
pelapor lainnya. Dalam hal perlindungan hukum, peran kepolisian dan

lembaga sosial cukup signifikan baik dalam tindakan represif maupun
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preventif. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut
belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya dalam menurunkan angka
kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya sasaran kebijakan
preventif serta adanya kendala dalam aspek penanganan, sarana, dan
prasarana pendukung.

10. Wardah Nuroniyah (2022) dengan buku yang berjudul Hukum Perlindungan
Anak di Indonesia, buku ini membahas terkait hak anak, aturan hukum
perlindungan anak dalam instrumen nasional, maupun international dan

permasalahan-permasalahan hukum tentang anak yang terjadi di masyarakat.

F. Kerangka Teori
Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang berhubungan dengan

pembahasan yang akan diteliti, dengan ini peneliti menggunakan kerangka teori
implementasi yang sesuai dengan pembahasan. Adapun teori implementasi sebagai
berikut :
1. Pengertian Implementasi
Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau
penerapan.!’ Menurut para ahli yakni Browne dan Wildavsky dalam teorinya
menyebutkan  “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan”. * Sedangkan Syaukani dalam pandangannya menyebutkan
bahwa implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk

menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

11 Kemendikbud, “KBBI Daring,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
12 Usman Sunyoto, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). hal. 7.
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membawa hasil yang diharapkan.'®> Rangkaian kegiatan di dalam implementasi
terdiri dari persiapan beberapa aturan lanjutan yang merupakan pendukung dari
kebijakan tersebut.!* Sumberdaya menjadi penanggung jawab implementasi,
termasuk di dalamnya sarana dan prasarana penunjang, sumber daya keuangan
dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya adalah langkah bagaimana
peraturan/kebijakan tersebut dapat berjalan secara konkrit.*®

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari
bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya
terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.
Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum
yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa proses impelementasi
kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mentaati kelompok
sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan osial

yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua

13 Utari Swadesi, Zaili Rusli, and Swis Tantoro, “Implementasi Kebijakan Kota Layak
Anak,” Jurnal llmu Administrasi Negara 16, no. 1 (2020): 77-83.

14 Ayu Dewi Hastuty, dkk , “Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten
Sumbawa  Barat,” Ganec Swara  Vol. 17, no. 4 (2023): 2049-54,
https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.669.

15 Komang Krisna Prema, dkk , “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten
Gianyar,”  Jurnal Konstruksi Hukum  Vol. 3, no. 1 (2022): 120-24,
https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124.
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pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat
direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.®

Menurut Wahab, implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang
telah diberlakukan atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau suatu kejadian.!’

Menurut Surmayadi yang mengemukakaan ada tiga unsur yang sangat
penting dalam proses impelementasi yaitu :

a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan
ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau
peningkatan.

c. Pelaksana (implementor), merupakan bagian yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
Pada kebijakan dalam skala mikro, implementasi hanya melibatkan satu

badan saja yang berfungsi sebagai implementor contohnya kebijakan
pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki
kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk kebijakan berskala besar atau

makro seperti contoh kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka

16 Evi Purnamawati, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun

2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan,” Sol Justicia Vol. 4, No. 1 (2021): 45—
51, https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.334.

17 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan:Dari Formula Ke Penyusunan Model-Model

Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). hal. 79.

18 | Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Jakarta: CV.

Citra Utama, 2005). Hal. 76.
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usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi
kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

George C. Edwards I11 dalam teori implementasinya yang disebut sebagai
implementation problems approach. Edwards 111 menjelaskan bahwa terdapat
empat faktor yang menjadi syarat utama dalam mencapai keberhasilan proses
implementasi, yaitu : 1°

a. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan akan berjalan secara efektif apabila
ukuran-ukuran serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami secara
menyeluruh oleh individu yang bertanggung jawab dalam merealisasikannya.
Oleh sebab itu, kejelasan mengenai indikator dan tujuan kebijakan perlu
dikomunikasikan secara tepat dan sistematis kepada para pelaksana agar
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.?°

Konsistensi dan keseragaman terhadap indikator dasar serta tujuan
kebijakan perlu disampaikan secara jelas agar para pelaksana memahami
secara tepat arah dan maksud dari kebijakan tersebut. Proses komunikasi
dalam suatu organisasi merupakan hal yang kompleks dan tidak sederhana.
Dalam konteks ini, komunikasi vertikal memiliki peran strategis agar para
implementor memahami dengan tepat apa yang menjadi tugas dan tanggung

jawab mereka. Oleh karena itu, penyampaian pesan dan instruksi kebijakan

19 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012). Hal. 91.

20 Putri Ambar Wanti dan Sri Wibawani, “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di
Kabupaten =~ Nganjuk,” Journal  Publicuho Vol. 7, no. 2 (2024): 579-90,
https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394.
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dari atasan kepada pelaksana harus dilakukan secara tegas dan jelas, sehingga
pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.?*

Terdapat 3 indikator yang yang dapat mengukur keberhasilan dari aspek
ekonomi, yaitu : %

1) Transmisi, yakni proses penyaluran informasi dalam komunikasi,
memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan. Hasil implementasi yang optimal sangat
bergantung pada kualitas komunikasi yang disalurkan. Namun, dalam
praktiknya, proses transmisi sering kali mengalami hambatan berupa
kesalahpahaman. Hal ini kerap terjadi karena informasi kebijakan harus
melewati berbagai jenjang birokrasi, sehingga pesan yang disampaikan
dapat mengalami distorsi sebelum sampai kepada pelaksana di
lapangan.

2) Kejelasan informasi merupakan aspek penting dalam komunikasi
kebijakan, di mana informasi yang diterima oleh para pelaksana harus
disampaikan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas.
Meskipun kejelasan informasi tidak selalu menjadi faktor penghambat
dalam proses implementasi, pada situasi tertentu pelaksana

memerlukan tingkat fleksibilitas tertentu untuk menyesuaikan

21 Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi) (Bandung: Media Citra
Mandiri Press, 2016). Hal. 70.

22 Qclaila Sulaiman, Tehubijuluw Zacharis, dan Sri Listyarini, “Analisis Implementasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru,” Fair Value (Jurnal limiah Akuntansi
Dan Keuangan) Vol. 3, no. 1 (2020): 217-25.
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pelaksanaan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Namun demikian,
jika fleksibilitas ini tidak dibatasi secara tepat, maka dapat berpotensi
mengaburkan atau bahkan menyimpangkan tujuan utama dari kebijakan
yang telah dirumuskan.
3) Konsistensi informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi
kebijakan sangat diperlukan agar instruksi maupun arahan yang
diberikan dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat. Ketika
informasi atau perintah mengalami perubahan secara berulang tanpa
kejelasan, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan
pelaksana, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan
kebijakan di tingkat lapangan.
b. Sumber Daya

Meskipun substansi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, implementasi tetap tidak akan berlangsung secara efektif apabila
para pelaksana mengalami keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang
dimaksud mencakup sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan
kompetensi pelaksana kebijakan, serta sumber daya finansial yang diperlukan
untuk menunjang operasionalisasi kebijakan di lapangan.?

Sumber daya merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas
implementasi kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai,
kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa realisasi di lapangan.

Komponen sumber daya ini mencakup ketersediaan jumlah personel,

23 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi..... hal. 92.
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kompetensi atau keahlian pelaksana, informasi yang cukup dan relevan untuk
menunjang pelaksanaan kebijakan, serta pemenuhan berbagai kebutuhan
pendukung dalam pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan pula
kewenangan yang memadai agar program dapat dijalankan sesuai dengan
arah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta fasilitas pendukung seperti
anggaran dan sarana prasarana yang memadai.?*

Ketidakcukupan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun
kapasitas, dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal, terutama
dalam aspek pengawasan. Apabila jumlah pelaksana kebijakan terbatas, maka
peningkatan keterampilan dan kompetensi menjadi langkah strategis yang
perlu dilakukan agar program tetap dapat dijalankan secara efektif. Oleh
karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik guna
menunjang peningkatan kinerja pelaksanaan program secara menyeluruh.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang esensial dalam
pelaksanaan kebijakan. Secara umum, terdapat dua jenis informasi yang
dibutuhkan, vyaitu informasi mengenai prosedur atau langkah-langkah
pelaksanaan kebijakan/program, serta informasi mengenai tindakan yang
harus dilakukan oleh pelaksana, termasuk data pendukung yang berkaitan
dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam
praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara tingkat pusat dengan
kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pelaksana tidak memperoleh

informasi yang memadai. Kekurangan informasi atau minimnya pemahaman

24 Subarsono.....hal. 93.
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mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat berdampak langsung pada
lemahnya tanggung jawab pelaksana, bahkan ketidakhadiran mereka dalam
menjalankan tugas, yang pada akhirnya menimbulkan inefisiensi. Oleh sebab
itu, keberhasilan implementasi kebijakan menuntut adanya kepatuhan dari
organisasi maupun individu terhadap regulasi yang berlaku.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan aspek yang mencerminkan watak dan
karakteristik pelaksana kebijakan, seperti tingkat komitmen, integritas, serta
sikap demokratis. Sikap implementor terhadap kebijakan menjadi salah satu
faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi. Apabila
pelaksana memiliki pandangan yang sejalan dengan isi kebijakan, maka
pelaksanaan cenderung dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
kesungguhan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan persepsi antara
pelaksana dan pembuat kebijakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan
berbagai kendala dalam proses implementasinya.?®

Terdapat tiga bentuk sikap atau respons yang dapat ditunjukkan oleh
pelaksana terhadap suatu kebijakan, yaitu tingkat kesadaran pelaksana
terhadap kebijakan, adanya arahan atau petunjuk yang membentuk respons
pelaksana apakah menuju pada penerimaan atau penolakan terhadap program,
serta intensitas dari respons tersebut. Meskipun pelaksana memahami tujuan

dan maksud dari program, tidak jarang terjadi kegagalan dalam pelaksanaan

25 Agus Hariyadi and Priyanto, “Implementasi Kebijakan Diversi Tentang Peradilan Anak
Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Polres Bojonegoro,” Jurnal Mahasiswa :
Soetomo Magister IImu Administrasi Vol. 2, no. 2 (2023): 539-50.
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akibat adanya penolakan terhadap substansi kebijakan. Penolakan ini
seringkali bersifat terselubung, yang ditunjukkan melalui tindakan pengalihan
atau penghindaran dalam proses implementasi. Oleh karena itu, dukungan
aktif dari para pejabat pelaksana sangat diperlukan agar tujuan program dapat
tercapai secara optimal.
d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung  jawab dalam
mengimplementasikan kebijakan memiliki peran yang sangat menentukan
terhadap keberhasilan proses implementasi. Salah satu elemen penting dalam
struktur organisasi adalah keberadaan prosedur operasional standar (Standard
Operating Procedures/SOP) yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana
dalam menjalankan tugas. Namun, struktur organisasi yang terlalu hierarkis
atau panjang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan,
karena cenderung melemahkan fungsi pengawasan dan menimbulkan
birokrasi yang berbelit (red tape). Kondisi ini pada akhirnya dapat
menghambat fleksibilitas organisasi dalam menjalankan program secara
responsif dan efisien.?®

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi
komunikasi. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap tujuan

dan indikator kebijakan, serta penyampaian informasi yang efektif dan

% Musyarifatul Lael, Burhanuddin, and Syukri, “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas
Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba,” Kajian lImiah
Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) VOL. 6, no. 1 (2025): 90-103.
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terstruktur. Ketidakjelasan informasi maupun kesalahpahaman dalam proses
komunikasi dapat menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kebijakan.
Selain itu, implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan
sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, finansial, informasi, maupun
sarana dan prasarana pendukung. Meskipun komunikasi telah berlangsung
dengan baik, keterbatasan sumber daya dapat tetap menghambat proses
implementasi. Di samping itu, disposisi pelaksana kebijakan, yang mencakup
sikap, komitmen, serta dukungan terhadap kebijakan, turut menentukan
tingkat efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, kesadaran, keterlibatan,
dan komitmen dari para implementor menjadi faktor penting dalam
mewujudkan tujuan kebijakan secara optimal.?’
2. Keberhasilan Implementasi
Pada pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi banyak faktor-
faktor dan variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain. Menurut Sujianto yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan ditentukan oleh antara lain :?8
a. Standar dan Tujuan Kebijakan
Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-
faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator

hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini

27 Alamsyah, Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi)......hal. 75.
28 Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik(Konsep Teori Dan Praktek) (Pekan Baru: Alaf
Riau, 2008). Hal. 35.
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menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan,
ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.
b. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan standar dan
tujuan, tetapi juga sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan
administrasi. Adapun yang dimaksud sumber daya dalam implementasi
kebijakan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang
implementasi yang efektif.
c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Suatu implementasi dikatakan efektif apabila memiliki standar dan
tujuan program yang mudah dipahami oleh individu-individu yang
bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Dalam implementasi
kebijakan perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud
mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang
kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau
organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik
secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan
mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat
memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.
d. Karakteristik Pelaksana

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan terdiri dari beberapa
pelaksana. Struktur birokrasi yang melaksanakan suatu kebijakan dianggap

sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang
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G.

memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan,
lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf
tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit
dalam proses implementasi.
e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan
politik. Pengaruh ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah
telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit
mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap
keberhasilan aktivitas pelaksana.

Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari pengaruh sikap para pembuat
kebijakan dan juga unsur-unsur eksternal yang masih melihat kehendak
kelompok sasaran. Sehingga perlu adanya keserasian dan keseimbangan antara
program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Hal ini dapat dicapai

melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai
prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,
yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.?® Menurut

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris

81.

29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal.
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menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis
melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota
masyarakat”.*° Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola
perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta
sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini
dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh
Undang-Undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum
(public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial
ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat,
kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.®!
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu
pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan kondisi lapangan secara apa adanya. Yang menjadi data-data
lapangan sebagai sumber utama.?
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
Dipilihnya lokasi ini karena terdapat peningkatan angka kekerasan terhadap anak

dan juga kota Tanjungpinang terus meningkat selama 3 tahun terakhir pada tahun

30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: CitraAditya Bakti,
2004). Hal. 54.

31 Muhammad. Hal. 56.

%2 Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan
Empiris) (Bandung: Widina Media Utama, 2023). Hal. 60.
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2021 ada 70 kasus, tahun 2022 ada 83 kasus dan tahun 2023 ada 102 kasus serta
pada tahun 2024 ada 76 kasus pada periode Januari — November 2024.
4. Sumber Data

Sumber penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun
data primer berdasarkan data lapangan dengan melakukan wawancara kepada
informan dan responden dari pelaksana kebijakan Undang-undangan. Sumber
data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian dokumen.
Penelitian kepustakaan meliputi: buku, jurnal artikel, kamus hukum,
ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau dokumen hukum tertulis
lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.*
5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer (data mengenai objek
penelitian) melalui wawancara dengan informan atau narasumber. Sedangkan
teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan
mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus,
ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.34

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Hal. 90.
34 Muhaimin. Hal. 100
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian empiris ini ialah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, yakni menganalisis untuk memberikan gambaran atau
pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang
dilakukan dengan melihat kualitas data yang telah didapat untuk

mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses
penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bab | pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

2. Bab Il akan fokus kepada pembahasan gambaran umum yang berkaitan lokasi
penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

3. Bab Il berisikan kajian teori yang digunakan dalam masalah ini.

4. Bab IV bagian ini akan membicarakan pembahasan dan hasil analisis
berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan akan dikombinasi dengan
data-data pendukung dari studi Pustaka.

5. Bab V berisi kesimpulan penulis terkait penelitian yang telah dianalisis dan

memberikan solusi terkait permasalahan.
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